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RAHARDI, ADITYA SUKMA OJANA, 2026. ALASAN PEMBENAR DAN 

ALASAN PEMAAF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Program 

Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung 

Mangkurat. Pembimbing Utama: DADANG ABDULLAH,S.H.,M.H. 118 

Halaman. 

 

RINGKASAN 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah merumuskan alasan pembenar dan 

alasan pemaaf secara lebih rinci untuk meningkatkan kepastian hukum, 

keadilan substantif, dan mengakomodasi perkembangan hukum pidana 

modern. 

Batasan penerapan alasan pembenar meliputi: (1) Pasal 31 yang 

membenarkan perbuatan demi melaksanakan peraturan perundang-

undangan berdasarkan teori kejahatan yang lebih ringan, memerlukan 

ketelitian interpretasi dan proporsionalitas. (2) Pasal 32 membenarkan 

pelaksanaan perintah jabatan yang sah dari pejabat berwenang, dengan 

syarat hubungan hukum publik, subordinasi, dan pelaksanaan yang patut 

serta seimbang, namun tidak berlaku jika perintah jelas melanggar hukum. 

(3) Pasal 33 mengatur keadaan darurat (necessity) untuk menyelamatkan 

kepentingan yang lebih tinggi dari bahaya seketika, berdasarkan teori 

kejahatan yang lebih ringan, yang penilaiannya harus objektif dan 

proporsional. (4) Pasal 34 mengatur pembelaan terpaksa (noodweer) yang 

dibenarkan jika ada serangan seketika yang melawan hukum, subsidiaritas, 

pembatasan pada kepentingan yang dilindungi, dan proporsionalitas, dengan 

prinsip "culpa in causa" yang harus diperhatikan. 

Sementara itu, batasan alasan pemaaf, yang berkaitan dengan 

penghapusan atau pengurangan unsur kesalahan, mencakup: (1) Pasal 40 

mengenai anak di bawah 12 tahun yang tidak dapat dikenai 

pertanggungjawaban pidana. (2) Pasal 42 mengenai paksaan yang tidak dapat 
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ditolak atau dihindari (daya paksa), membedakan paksaan mutlak yang 

menjadikan pelaku alat belaka dan paksaan relatif yang menghapus 

kesalahan. (3) Pasal 43 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas 

akibat keguncangan jiwa hebat (noodweer-exces), yang mensyaratkan adanya 

unsur noodweer, pembelaan melampaui batas, dan keguncangan jiwa hebat 

yang langsung akibat serangan. (4) Pasal 44 melindungi pelaksanaan perintah 

jabatan yang diberikan dengan itikad baik meskipun tidak berwenang, 

sebagai perkembangan dari KUHP lama yang bertujuan melindungi 

bawahan. 

Meskipun demikian, penerapan KUHP Nasional memiliki potensi 

penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Potensi penyalahgunaan alasan 

pembenar meliputi Pengaruh Opini Publik terkait Alasan pembenar terhadap 

Penegakkan Hukum, subjektivitas dalam menilai Alasan Pembenar, serta 

penyalahgunaan dalih melaksanakan perintah jabatan. Hal ini dapat merusak 

prinsip keadilan dan hak asasi manusia. 

Potensi penyalahgunaan alasan pemaaf antara lain menghilangkan 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang bersalah, penyalahgunaan 

konsep bujukan atau perintah atasan yang melawan hukum, penciptaan 

alasan pemaaf palsu, dan penerapan yang diskriminatif. Untuk mencegah 

penyalahgunaan, diperlukan penyempurnaan norma, penguatan pengawasan 

legislatif dan eksekutif, pembentukan pedoman pelaksanaan, pelatihan 

intensif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta mekanisme pelaporan 

yang efektif. Implementasi KUHP Nasional menuntut keseimbangan antara 

efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu, sejalan dengan 

paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. 



 
 

 
 

RAHARDI, ADITYA SUKMA OJANA, 2026. Alasan Pembenar Dan Alasan 

Pemaaf Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. Program Magister Ilmu Hukum, Program 

Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: 

DADANG ABDULLAH,S.H.,M.H. 118 halaman. 

 

ABSTRAK 

Kata Kunci : Hukum Pidana; Alasan Pembenar; Alasan Pemaaf; KUHP Baru; 

KUHP Nasional; Alasan Penghapus Pidana. 

 

Penelitian ini mengkaji secara mendalam batasan dan potensi 

penyalahgunaan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia. KUHP Nasional menghadirkan 

harmonisasi dan modernisasi pengaturan alasan penghapus pidana, mencakup 

kondisi darurat, pembelaan diri, perintah jabatan, pembatasan usia anak, dan daya 

paksa, sebagai penyempurnaan dari KUHP lama guna menciptakan keadilan dan 

kemanusiaan yang lebih baik. 

Namun, implementasi KUHP Nasional ini mengindikasikan adanya 

potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, seperti Pengaruh Opini Publik 

terkait Alasan pembenar terhadap Penegakkan Hukum, subjektivitas dalam 

penilaian keadaan darurat, serta penggunaan dalih perintah jabatan. Potensi 

penyalahgunaan serupa juga mengintai pada alasan pemaaf, meliputi pembebasan 

pelaku yang bersalah, penyalahgunaan doktrin perintah atasan, penciptaan alasan 

pemaaf palsu, hingga penerapan yang diskriminatif, yang berisiko mengikis prinsip 

keadilan dan kepastian hukum. 

Studi ini menganalisis isu-isu tersebut melalui teori kejahatan yang lebih 

ringan dan teori pembelaan yang diperlukan, serta menekankan urgensi 

pengawasan ketat dan penafsiran objektif untuk mencegah erosi hak asasi manusia. 

Temuan ini menunjukkan pentingnya peninjauan kembali norma hukum, pedoman 

pelaksanaan yang rinci, pelatihan aparat penegak hukum, serta mekanisme 

pengawasan yang kuat untuk menjamin implementasi KUHP yang demokratis dan 

berkeadilan. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RAHARDI, ADITYA SUKMA OJANA, 2026. Justifications and Excuses in Law 

Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Master of Law Program, 

faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. 
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ABSTRACT 

Keywords: Criminal Law; Justification; Excuse; New Criminal Code; National 

Criminal Code; Expungement. 

 

This research deeply examines the limitations and potential for abuse of 

justifying reasons (alasan pembenar) and excusing reasons (alasan pemaaf) within 

Indonesia's new Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP). 

The National Criminal Code introduces harmonization and modernization in the 

regulation of grounds for the exclusion of criminal liability, encompassing 

emergency situations, self-defense, official orders, age limitations for children, and 

force majeure, as an improvement upon the old Criminal Code to foster greater 

justice and humanity. 

However, the implementation of this National Criminal Code indicates a 

potential for abuse by law enforcement officials, such as The influence of public 

opinion regarding justifications for law enforcement, subjectivity in assessing 

emergency circumstances, and the misuse of the pretext of official orders. Similar 

potential for abuse also looms over excusing reasons, including the acquittal of 

guilty perpetrators, the misuse of the superior's order doctrine, the creation of 

fictitious excusing reasons, and discriminatory application, all of which risk 

eroding the principles of justice and legal certainty. 

This study analyzes these issues through the lens of the "lesser evils" 

theory and the necessity defense, while emphasizing the urgency of stringent 

oversight and objective interpretation to prevent the erosion of human rights. The 

findings underscore the importance of revisiting legal norms, detailed 

implementation guidelines, training for law enforcement officials, and robust 

oversight mechanisms to ensure the democratic and just implementation of the 

Criminal Code. 
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